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Abstract: A contemporary problem that is currently widespread is the use of drugs made from
pork substances, such as the issue of the AstraZeneca vaccine, which is caused by developments
in the medical world. In the study of jurisprudence, the legal issue of using pork derivative
products is final, namely haram. But in Islam there is also a rule of istihalah which is still the main
role of debate among ulama, whether pork products can be halal after the istihalah process? This
answer can refer to the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 30 of 2013 concerning
medicine and treatment or following the Dar al-Ifta al-Misriyyah fatwa issued by Mufti Sheikh Ali
Jum'ah on 30 May 2007 concerning the law of consuming medicines containing pork gelatin. This
research is to find out the roots of the differences between the two fatwa institutions. This
research is library research using the method of reading, reviewing and reviewing library sources.
After the required data is collected, analysis is then carried out using comparative analysis to
compare data regarding the arguments of MUl and Dar Al-Ifta Al- Misriyyah to find similarities
and differences. The results of the research show that even though in establishing the law they
both use arguments from the Koran and hadith as a basis and both state that the law on
consuming pork is haram. However, the final results of the two institutions are different. The
Indonesian Ulema Council adheres to the opinion of the Syafi'l Madzhab which does not accept
istihalah on pigs absolutely and the istinbath method used is maslahah murlahah. While Dar al-
ifta al-Misriyyah accepts istihalah and therefore allows medicines to contain pork elements
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because the pork elements contained have been lost and turned into other substances, Dar al-
Ifta is racing towards the opinion of the Maliki Madzhab.
Keywords: Fatwa, Istihalah, Medicine.

Abstrak: Masalah kontemporer yang sedang marak yaitu penggunaan obat berbahan dasar zat
babi, seperti persoalan vaksin astrazeneca disebabkan karena perkembangan dunia medis.
Dalam kajian ilmu fikih, persoalan hukum terkait penggunaan produk turunan babi telah
mencapai kesimpulan yang final, yaitu dihukumi haram. Tetapi dalam islam juga terdapat kaidah
istihalah yang masih menjadi peran utama perdebatan para ulama, mengenai status produk babi
dapat menjadi halal setelah adanya proses istihalah ataukah tetap menjadi haram. Jawaban
tersebut dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat
dan pengobatan atau mengikuti fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah yang dikeluarkan oleh Mufti Syeikh
Ali Jum’ah pada tanggal 30 mei 2007 tentang hukum mengonsumsi obat yang mengandung
gelatin babi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dari perbedaan dua lembaga
fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan metode membaca, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan.
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis
komparatif untuk membandingkan data mengenai dalil MUl dan Dar Al-Ifta Al- Misriyyah untuk
ditemukan persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menyebutkan meskipun dalam
menetapkan hukum sama-sama menggunakan dalil dari al-quran dan hadist sebagai pijakan dan
sama-sama menyatakan hukum mengkonsumsi babi adalah haram. Namun hasil akhir kedua
lembaga tersebut berbeda. Majelis Ulama Indonesa berpacu kepada pendapat Madzhab Syafi’l
dimana tidak menerima istihalah pada babi secara mutlak dan metode istinbath yang digunakan
adalah maslahah mursalah. Sedangkan Dar al-ifta al-Misriyyah menerima istihalah maka
membolehkan obat mengandung unsur babi karena unsur babi yang terkandung sudah hilang
dan berubah menjadi zat lain, Dar al-Ifta berpacu kepada pendapat Madzhab Maliki.

Kata-kata Kunci: Fatwa, Istihalah, Obat.

Pendahuluan

Islam Merupakan salah satu agama yang memiliki banyak keunggulan dalam
ajarannya, salah satu keunggulan islam adalah penekanannya dalam mendidik
kesehatan baik individu maupun masyarakat, Nabi Muhammad SAW pernah
menyatakan "sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu"! islam memberikan
penekanan yang kuat terhadap keharusan untuk menjaga kesejahteraan badan. Hadis
ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari ibadah , karena
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan hal yang sejalan dengan fitrah
manusia.” Islam memandang kesehatan sebagai suatu keadaan sehat secara fisik dan
mental. Sangatlah penting untuk menjaga kesehatan setiap orang dengan berbagai
cara, dimulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah
Yunus ayat 57:3

! Hadits Riwayat Muslim, Kitab Al-Hajj, Hadits no. 1967
2 Sri Susanti, “Pengantar IImu Kesehatan Islam”, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2015) 1
3 Departemen Agama, Al-Qur’an Hafazan Anisa Q.S Yunus:57
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“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari
Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang yang beriman” (Q.S Yunus:57)

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari Allah
sebagai petunjuk hidup yang sangat penting bagi umat manusia. Al-Qur'an berfungsi
sebagai penyembuh bagi hati yang terluka atau bingung, memberikan ketenangan bagi
yang sedang mengalami kesulitan atau kebingungan dalam hidup. Bagi orang-orang
yang beriman, Al-Qur'an bukan hanya sekadar petunjuk, tetapi juga rahmat yang
membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat ini menekankan bahwa Al-Qur'an
memberikan solusi spiritual bagi masalah yang ada dalam diri manusia.

Terdapat berbagai pendapat Ulama perihal kedudukan hukum berobat dalam
Islam. Beberapa ulama ada yang berpendapat wajib, sunah, mubah dan ada yang bahkan
makruh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist

2I5rg <) Jf\ujuuws O WJWAU‘&AU‘ Jswy JB 1 J6 015330 iR
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“Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit beserta obatnya dan Dia

menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu janganlah

kamu berobat dengan sesuatu yang haram” (Hadist Riwayat Imam Abu Daud).*

Berlandaskan hadis diatas, sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa
hukum berobat adalah wajib, karena terdapat lafazd amr sehingga mewajibkan bagi
seseorang yang sakit untuk berobat supaya mendapat kesembuhan.® Hal ini juga
didasari dalam lafadz hadist diatas bahwa ketika Allah memberikan satu penyakit
kepada hamba-Nya maka kepadanya pula akan diberikan obat yang bisa
menyembuhkannya. satu hal yang patut diperhatikan oleh orang yang sakit, bahwa saat
dirinya berupaya berobat dan mendapatkan kesembuhannya maka ia harus meyakinan
bahwa penyakitnya disembuhkan oleh Allah semata, bukan hanya karena obat yang
diminumnya. Usaha obat yang dilakukan merupakan ikhtiar seorang hamba untuk
mendapatkan anugrah kesembuhan dari Allah akan tetapi tidak berobat dengan yang
haram.

4HR. Abu Dawud No0.3376
5 Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih”, Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer, (2018) Hal.5
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Sebagian ulama lainnya ada juga yang berpandangan bahwasanya hukum
berobat adalah sunah.® Hal ini dapat dilihat oleh dua aspek, yaitu dari sisi sosial dan dari
sisi keshahihan dalilnya. Dari segi sosialnya, penyakit yang diderita oleh orang tersebut
termasuk dalam kelompok kondisi yang ringan dan tidak membahayakan. Disamping itu,
hal tersebut tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah.” Sejatinya perbedaan
adalah suatu yang pasti adanya dalam pembahasan figh. Sebab, nas-nas al-Qur’an
sebagian diturunkan dalam bentuk mujmal (global) yang memungkinkan setiap
mujtahid di setiap zaman untuk menelaah dan menggunakannya untuk menemukan
solusi atas masalah-masalah yang muncul.

Perintah untuk berobat, baik yang hukumnya diwajibkan maupun dianjurkan
tetap berlaku hingga saat ini. Penyakit masa kini sangat beragam begitu pula dengan
obat-obatan yang tersedia untuk mengobatinya. Namun, seorang muslim harus selalu
memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsinya termasuk obat-obatan halal atau
tidak. Selain status kehalalannya, juga perlu diperhatikan apakah menimbulkan mudarat
atau tidak. Sebab, ketika seseorang mengonsumsi obat tujuannya adalah mendapatkan
kesembuhan atau kesehatan. Terdapat obat yang berasal dari zat yang halal dan ada
juga yang haram. Namun juga ada yang berasal dari zat yang halal, hanya saja dalam
proses nya ternyata tidak sesuai dengan konsep kehalalan dalam syariat.® Hukum
berobat dalam islam memiliki perbedaan pendapat. Namun pada pembahasan berobat
dengan zat najis terdapat penjelasan dari hadis dari Rasulullah saw yang melarangnya.
Adapun hadisnya yaitu;

wels 52 Blan) 2 sl Bhs by 2 A s DB g b Bls
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“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan

kepada kami Muhammad bin Bishr, telah menceritakan kepada kami Yunus bin

Abi Ishaq dari Mujahid dari Abu hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang

untuk berobat dengan barang yang najis.” (HR. Abu Dawud)’

Hal menarik perhatian umum akhir-akhir ini yaitu enzim tripsin yang berasal dari
babi pada vaksin guna pengobatan virus Covid 19. Selama tidak ada bahan yang halal,
mayoritas ulama tersebut membolehkan penggunaan obat yang berasal dari bahan

¢ Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.5

7 Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih” (2018)

8 Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih”, (2018) hal.86

9 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 3870
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haram. Islam menerima teknologi dan tidak melarangnya.'” Namun islam sebagai
patokan untuk melihat apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Dalam menghadapi
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, islam bertindak sebagai tolak ukur. Islam
adalah agama yang mengajarkan umat-nya untuk selalu memanfaatkan sebaik-baiknya
apa yang tersedia di muka bumi ini bagi umat manusia'! oleh karena itu, salah satu upaya
untuk menggunakan apa yang telah Allah sediakan di alam semesta untuk
mempermudah aktivitas manusia sehari-hari salah satunya adalah pertumbuhan
teknologi. Inovasi dalam bidang kesehatan yang berjalan seirama dengan teknologi
yang berkembang disebabkan oleh dua hal.!? Pertama, penyakit yang ada saat ini lebih
beragam daripada sebelumnya. Kedua, karena jenis obat yang baru berkembang
sebagai hasil dari terobosan teknologi yang sedang berlangsung, baik dari segi zat
dengan kualitas yang abru ditemukan ataupun juga metode-metode pengobatan yang
jauh lebih efisien.

Salah satu wujud kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan adalah adanya
bioteknologi. Bioteknologi adalah salah satu jenis perkembangan teknologi di bidang
medis.”® Studi teknologi yang menggunakan organisme hidup skala luas untuk
menciptakan barang yang bermanfaat bagi manusia. Gelatin, GMO, dan enzim adalah
beberapa contoh aplikasi bioteknologi'* beberapa bahan yang digunakan dalam
penelitian bioteknologi terbuat dari bahan kimia halal, sementara yang lain dihasilkan
dari sumber yang haram. Maka dari itu, terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan
ketika berbicara tentang kemajuan teknologi. Pertama, adalah apakah bahan-bahan
yang digunakan halal, dan yang kedua adalah bagaimana proses obat-obatan tersebut
dibuat."”

Unsur babi digunakan dalam berbagai kategori dalam dunia medis. Menurut
tujuannya. Pertama, bahan gelatin digunakan sebagai pelapis kapsul dan tablet. Yang
kedua, adalah dengan menggunakan lemak babi sebagai obat luar atau salep. Ketiga,
penggunaan pankreas babi untuk insulin, seperti vaksinasi atau obat cair. Untuk
kategori ketiga, insulin yang berasal dari babi, para ahli sepakat bahwa itu haram.
Namun, diperbolehkan dalam situasi darurat jika lebih banyak alternatif halal tidak

10°Umar Dan Siar Ni’'mah, “Revitdlisasi Iptek Modern Dalam Gagasan llmuan Dan Perspektif Islam,”
Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir, Vol.5, No.1(2020) Hal.39

111 ubabah Shobrina Syahida, Skripsi: “Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar
Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022) Hal.6

12 Lubabah Shobrina Syahida, Skripsi: “Studi Komparatif Kebolehan Penggunaan Obat Berbahan Dasar
Zat Haram Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Taqy Al-Din Al-Nabhany”’

13 Jelhan Kahfi Barlian, “Peran Bioteknologi Dalam Pengembangan Vaksin”, SWA Online, (2020).
https://swa.co.id/swa/trends/peran-bioteknologi-dalam-pengembangan-vaksin Diakses Pada 5 Juli 2023.

14 Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.88

15 Razidah, Saadan Dan Madiha, “Isu-Isu Halal Dalam Aplikasi Bioteknologi Terhadap Produk
Farmaseutikal Terpilih” (2018) hal.86
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tersedia. Hal ini juga tunduk pada sejumlah kondisi, antara lain pasien sangat sakit, takut
mati, tidak ada pengobatan alternatif, dan atas saran dokter yang kompeten.!®
Peracikan obat yang dibuat dengan bahan haram maka status dasarnya haram.

Diluar fenomena vaksin untuk virus Covid 19 Majelis Ulama Indonesia telah
mengatur tentang Obat dan Pengobatan fatwa Nomor 30 Tahun 2013 dimana
diantaranya berisikan larangan menggunakan obat yang berbahan najis atau haram
untuk pengobatan, islam mengisyariatkan pengobatan bagian dari pelindungan dan
perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Kham."
Perkembangan dunia medis pada zaman modern ini kurang memperhatikan aspek
kehalalan bahan baku obat-obatan menjadi pertimbangan keputusan dan dalam ikhtiar
mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar
syari’at.

Berbeda dengan lembaga fatwa mesir Dar al-ifta al-misriyyah mufti Dr. Ali Jum’ah
Muhammad pada 2007 berpendapat bahwa mengkonsumsi obat yang mengandung
gelatin babi diperbolehkan. Dijelaskan; “Telah ditetapkan bahwa daging babi dilarang
untuk dimakan dan diedarkan seperti dalam firmah Allah surah al-baqarah ayat 173.
Berdasarkan pertanyaan hukum mengkonsumsi obat yang mengandung babi pada
fatwa nomor 6772, jika suatu elemen telah mengubah sifat dan komponen babi menjadi
zat lain maka zat babi telah berubah menjadi zat baru seperti gelatin dan tidak
dikomfirmasi lagi sebagai bagian komponen babi. Tetapi apabila masih alami komponen
babi, itu tidak mungkin digunakan”.'®

Metodologi

Penelitian yang dipakai penelitian ini menggunakan metode kualitatif (qualitative
research) dengan pendekatan komparatif. Metode komparasi adalah metode yang
digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik kedalam konklusi baru
kesimpulan baru.”” Penulis akan melakukan studi mendalam terhadap objek yang diteliti
untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan teroeganisasikan mengenai objek
penelitian yaitu fatwa MUI No. 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan dan fatwa
Dar Al-Ifta Al- Misriyyah al-Misriyyah tentang hukum mengkonsumsi obat yang

16 Pusat Halal; “Polemik Gelatin Babi dalam industry Farmasi Halal”
https://halal.unair.ac.id/2020/07/30/polemik-gelatin-babi-dalam-industri-farmasi-halal/ diakses tanggal 19
desember 2022

17 MUI, “Fatwa Obat dan Pengobatan,” diakses Desember 16, 2022, https://mui.or.id/wp-
content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf

18 Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 17472

19 Rizzal Meikalyan, Thesis: “Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal Bus Trans Jogja”,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016) Hal.6
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mengandung gelatin (babi) Tahun 2007. Data yang dicari berkaitan dengan fatwa dan
ikhtilaf para ulama mengenai hal tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
berpijak pada hukum istihalah, bentuk-bentuk istihalah serta prosesnya. Jenis penelitian
ini adalah studi kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang obyek kajiannya
menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.”’ Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penggunaan Obat Mengandung Babi Menurut Majelis Ulama Indonesia

Sebagaimana diketahui fatwa adalah tanggapan yang diberikan oleh ulama atau
mufti atas suatu masalah yang belum diberikan penjelasan hukumnya dalam Al-Qur’an
maupun Hadis Nabi saw. Pemerintah adalah pihak yang meminta fatwa dari MUI
tentang hukum obat dan pengobatan. MUl mempertimbangkan tiga faktor sebelum
menilai apakah suatu produk itu halal. Yang pertama adalah semua bahan baku, bahan
tambahan, dan bahan pendukung harus halal; yang kedua adalah tidak boleh ada
kontaminasi najis selama produksi; dan yang ketiga adalah LPPOM diwajibkan untuk
mensertifikasi obat-obatan halal untuk memastikan bahwa produk tersebut halal.
Spesifikasi ini memperjelas bahwa obat-obatan yang mengandung komponen babi tidak
lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan fatwa halal.

Seperti yang telah disinggung diatas telah diatur oleh salah satu lembaga fatwa
di Indonesia MUI menetapkan bahwa :

Ketentuan Umum dalam fatwa ini : “Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah

vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd.,Andong,

Korea Selatan. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena

dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan

(mubah) karena: a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang

menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah).” %!

Penggunaan vaksin produk astrazaneca haram karena dalam tahap produksinya
memanfaatkan tripsin berasal dari babi. Namun diperbolehkan karena dalam kondisi
darurat, hal ini didasarkan pada kehujahan yang sama pada kebolehan mengonsumsi
makanan yang haram saat kondisi darurat. Kondisi darurat dijadikan pengecualian guna
menghapus hukum asal yang berhubungan dengan larangan oleh syariat. Al-Qur'an dan
Sunnah memberikan bukti bahwa pengecualian dari aturan-aturan yang ada dapat
diterima dalam situasi darurat. Hal ini didukung oleh dua prinsip yaitu, kemudahan dan

20'Yun Chamidah, Skripsi: “Kepemimpinan Presiden Wanita”, (Kudus: IAIN, 2018) Hal.59
21 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021, Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk
Astrazeneca, hal.12
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penghapusan kesulitan, kedua merupakan dua fondasi utama dalam Islam dan hukum-
hukumnya.? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 115

Y‘; .;U};-/“jjﬂ-iﬁ\&f;_; & AJ A.U\J:/&SJA\ L,éj J"J"LS‘ V’Jj C"U‘j :\:\.:.;.S\ §e/ 6&/ L;:l

5 33 ) 36 5

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging

babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi

barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak

(pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang.”

Terdapat dua patokan utama untuk menentukan keharaman suatu perkara.
Pertama Haram Lidzatihi, yaitu makanan atau benda yang haram karena bahan asalnya.
Contohnya adalah daging babi atau alkohol, yang tetap haram meskipun telah diproses
atau diubah bentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber bahan itu sendiri yang
menentukan status hukum suatu benda atau makanan. Kaidah "¢/S L e OIS L olay Ja¥)"
mendukung hal ini, yang berarti apabila seseorang merasa ragu mengenai hukum suatu
perkara, hukum yang telah berlaku sebelumnya tetap diterapkan sampai ada ketentuan
baru yang mengubahnya. Ini karena hukum yang sudah ada lebih dapat diyakini
kebenarannya.” Oleh karenaitu, jika suatu benda atau makanan telah dinyatakan haram
karena bahan asalnya, status keharamannya tetap berlaku hingga ada alasan atau dalil
yang sah yang dapat mengubahnya.

Kedua, Haram Lighairihi yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal.
Meskipun makanan tersebut pada asalnya halal, ia bisa menjadi haram karena pengaruh
luar, seperti makanan yang diperoleh dari hasil curian, dibeli dengan uang yang berasal
dari korupsi, transaksi riba, hadiah dari praktik perdukunan, dan sebagainya. Hukum
Islam bertujuan untuk mengangkat martabat manusia dan menjaga kemaslahatannya,
baik secara pribadi maupun umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. ** ada lima
tuntutan yang harus dipenuhi: menjaga kehidupannya dengan melarang pembunuhan,
begitu juga dengan menjaga kehormatan, akal, menjaga harta, dan agamanya, oleh
karena itu diperlukan aturan sebagai tolak ukur umum bagi para ahli Qur'an.

Sedangkan babi termasuk kedalam kategori haram lidzatihi, maka babi
merupakan hewan yang menurut umat Islam tidak boleh dikonsumsi, termasuk daging
dan produk sampingannya. Hal ini dikarenakan adanya ayat dalam Islam yang secara

22 Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol.11
No.2 (2020), 30
23 Abdul Mudiib , Kaidah-Kaidah Ilmu Figih (Kalam Mulia , 2001) hal.21

24 Andi muflih, Skripsi: “Pengobatan Dalam Islam” (Makasar: UIN, 2013) hal.1-3
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eksplisit menyatakan larangan terhadap babi, seperti ayat 3 Surat Al Maidah Allah
berfirman:®
‘Aiitmﬁsy\ujﬁaj\ 5 23015 &l le Eat,

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging)

hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,” (Q.S Al-Maidah:3)

Larangan makan daging babi dasarnya disebabkan oleh kondisi babi itu sendiri
yang najis sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan yang telah dipaparkan
sebelumnya bahwa daging babi mengandung penyakit maka dibalik pengharaman
tersebut ada hikmahnya. Didapati empat ayat Al-Quran yang membahas tentang
larangan mengkonsumsi daging babi yaitu, Al-Maidah ayat 3 dan 60, Al-An’am ayat 145
dan An-Nahl ayat 115, Al-Bagarah ayat 173. Terdapat juga hadist yang menjelaskan
tentang pengharaman jual beli benda-benda yang haram dalam Islam:

ﬁ%ﬁjéﬂ‘6&jﬁ&w3@&&&¢wdr)@wd&>waﬁ\?&°
G 2l et ol Al Jony b e plooWly pisdly dzadly sl o o a3
ooy ade Lol Jgy 535 ol o Y JB A L oty i) L
el 16IS Lagel 25 oshenl Lgngmdr cgdde i Lod alll OF 55t lll 6 U5 e

(hedy Lol dsss

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya telah mendengar Rasulullah
SAW bersabda pada hari fathul Mekkah. Bahwasanya Rasulullah bersabda,
sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menjual khomar, bangkai, babi,
dan berhala. Kemudian sahabat bertanya apakah kamu mengerti lemak-lemak
bangkai yang disaluti pada kapal, melemuri perhiasan kulit dengan minyak
bangkai, dan menjadikan lemak bangkai sebagai bahan bakar. Rasul menjawab,
tidak. Sesungguhnya Allah membenci kaum yahudi ketika hukum sudah
ditetapkan akan tetapi masih memanfaatkan lemak dalam memperbagus
sesuatu, kemudian menjualnya, dan memakan hasil penjualannya tersebut”(HR.
Bukhari dan Musllim) %

MUI menetapkan bahwa obat maupun pengobatan yang berbahan dasar unsur

babi haram karena MUI tidak menerima istihalah pada babi secara mutlak. Pendapat ini
merujuk pada pandangan madzhab syafi’l yang memegang prinsip kehati-hatian
(ihtiyat) dan keluar dari perbedaan (khuruj min al-khilaf). Meskipun istihalah diterima
karena dalilnya kuat, namun dikecualikan jika perubahan tersebut tidak terjadi secara

25 Departemen Agama, Al-Qur’an Hafazan Anisa
26 Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’as, 388
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alami dan dikecualikan pada babi dan turunannya. Sebagaimana pendapat dalam Matan
Abi Suja yang berbunyi:

“Jika khamr berubah secara alami menjadi cuka maka statusnya dianggap suci,
namun jika perubahan tersebut disengaja dengan menambahkan bahan lain,
maka statusnya tidak dianggap suci.””’

Dalil-dalil yang digunakan MUI sebagai landasan dalam menentukan hukum
mengenai obat mengandung unsur babi bersandar pada Al-Qur’an, Hadis, dan Kaidah
Fikih, juga memperhatikan pendapat para ulama terdahulu, sebagaimana berikut:

a. Al-Qur'an pertama Firman Allah swt, tentang besarnya menjaga kehidupan

manusia berdasarkan pada Q.S al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

P G sled A e g 0 O T g e LSS 21 2

’}} 0 2%, Lo 1 .o a//£ \Z 1~
Wles a2l 50 Wax ) 3T WSS BT 233 Ges o1 8 WIS

O350 o3V 5 AU A 2d S O B ey
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang
lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka
setelah itu melampaui batas di bumi.”

b. Hadis

MUI mengambil beberapa hadis, yaitu hadis yang menyatakan bahwa setiap
penyakit memiliki obatnya dan bahwa setiap orang yang sakit harus melakukan
pengobatan

s 3 055 % ) OB 15106 106 dey ade el ) ey O il o il 22

O e ol5 1 155 U gog ) 46

27 “KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYAH MU’ASHIRAH(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA TAHUN 2015 Tentang ISTIHALAH,” n.d., HIm. 8,
https://fatwamui.com/storage/488/KEPUTUSAN-KOMISI-B-2-ISTIHALAH.pdf.
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“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula
obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi,
Nasa’i dan Ibnu Majah)
¢. Kaidah figih
Berkaitan dengan obat yang mengandung unsur babi, babi diharamkan karena
termasuk hewan yang kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ketika terdapat
obat yang mengandung unsur babi, hal ini tidak dapat menjamin kesembuhan
bagi pasien. Sekalipun terdapat manfaat, hanya boleh digunakan ketika dalam
keadaan darurat:

“.

JIF 552!
“Bahaya itu harus dihilangkan”
C)Bﬁw‘ }C:.ﬁ C)\j‘jj:&s‘
“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”
d. Pendapat para ulama
Selain memakai kaidah figih diatas, MUI juga mempertimbangkan beberapa
pendapat ulama figih mengenai kelayakan mengonsumsi atau menggunakan

barang yang dianggap najis dalam situasi yang darurat, diantaranya adalah:
Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam kitab “Qawa’id Al-Ahkam”:

JaST 2l a3l amkian O, Lalialall dony o 13] bl (golad) Sl
Bl Oli] B>Lias o

‘“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci
yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan
lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis”

Merujuk dari beberapa pemaparan diatas, dapat kita simpulkan metode istinbat
yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa obat yang mengandung unsur babi
menggunakan metode istishldhi yaitu memberikan pertimbangan kemashlahatan
atau dikenal dengan istilah mashlahah mursalah bahwa berobat dengan sesuatu yang
najis atau yang diharamkan saat kondisi darurat diperbolehkan bahkan menjadi
kewajiban demi menjaga kemashlahatan jiwa.

Penggunaan Obat Mengandung Babi Menurut Dar al-Ifta al-Misriyyah

Dalam fatwanya Dar al-Ifta al-Misriyyah sepakat pada keharaman babi baik untuk

dikonsumsi maupun untuk pengobatan, seperti ditetapkan dalam Q.S al-Bagarah ayat
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N & 7o el 25 &l A G el By S FJJ 53015 a2 V,Q;
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“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,

dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.

Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha

Pengampun, Maha Penyayang.”

Dar Al-Ifta Al- Misriyyah juga memegang prinsip bahwa dasar segala pengobatan
itu hukum asalnya sah sesuai dengan syari’at dan setiap penyakit memiliki obatnya.
Sebagaimana hadis shahih yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-

Nasa’l dan Ibnu Majah:
pas d Bjs 3l OB 139155 U6 oy ade dll ploo all Jgu) STy o il 22

B a5 613 e 2155 A oy V) 213

Terkait dengan unsur babi yang terkandung dalam obat, Mufti Syeikh Ali Jum’ah

mengatakan, pada dasarnya mayoritas ulama berpendapat babi adalah hewan yang

najis baik dalam keadaan hidup maupun mati.”® Sementara, pendapat ulama Malikiyyah

mengatakan babi suci ketika hidup dan najis ketika mati. Pandangan Madzhab Maliki

tersebut dapat kita rujuk pada salah satu kitab Madzhab Maliki yaitu kitab al-Syarhul
Kabir Juz 1 hal. 50:

S5 e sl G5 5 08 630 = A8 6T Lt a3 T (6 sl ()

“Yang dianggap suci adalah semua makhluk hidup (al-hayyu), yang ditandai
dengan tambahan 'alif lam' dalam kata tersebut, menunjukkan inklusivitas atau
mencakup keseluruhan. Ini berarti bahwa semua makhluk hidup, baik di darat
maupun di laut, termasuk meskipun bukan hewan yang termasuk dalam kategori
halal, seperti anjing atau babi, dianggap suci”.

Dalam hal boleh atau tidaknya menggunakan obat yang terdapat unsur babi, Darul
Ifta kembali pada teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya ke bentuk dan sifat
lain atau dalam istilah fikih disebut istihalah.

sty 3 Lkl aesdl ) 358 ol eyl

28 Dar Al-lfta Al-Misriyyah, “Fatawa”, Dar al ifta’, diakses Januari 13 2023, https://lwww.dar-
alifta.org/ar/fatawa/17705/s 51l (& 4alasind 5y 3all (e Galiiue b giiel Gy ol el o das oSa

Jurnal Madzhab: https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab d  DOI: 10.15575/madzhab.v1i2.1001



Komparasi Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta Al- Misriyyah Tentang Konsumsi Obat Mengandung Babi [145

“Istihalah adalah perubahan atau bertukarnya zat yang najis dengan sendirinya

atau dengan perantara sesuatu”.?’

Pada perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, golongan pertama
terdiri dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah, serta Imam Ahmad dalam satu riwayat
berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa sesuatu dapat menjadi suci karena
istihalah.* Karena adanya perubahan dalam bentuk senyawa, proses ini dianggap absah,
mengingat hukum Islam menghukumi sesuatu sebagai najis berdasarkan bentuknya.
Jika bentuknya berubah dan sifat-sifatnya hilang, istilah “najis” tidak relevan lagi untuk
senyawa ini.

Adapun golongan kedua dari kalangan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah dalam
pandangan mazhab mereka dengan jelas tidak menerima istihdlah sebagai cara
mensucikan najis, kecuali pada kasus khamr yang berubah menjadi cuka dengan
sendirinya dan kulit bangkai yang disamak (selain kulit anjing dan babi).*! Kemudian
Mufti Mesir Syeikh Ali Jum’ah memberikan jawaban bahwa mereka cenderung
kepada pendapat pertama, dimana istihalah merusak sifat kenajisan pada najis ‘ain
atau babi tersebut.

a. Dasar Hukum istihalah
1. Al-Qur’an
Di dalam Al-Qur’an memang tidak pernah menyebutkan secara eksplisit
kata istihalah. Namun, hal ini dapat kita pahami dari Firman Allah swt Q.S an-
Nahl ayat 66:

i i 4/& {& 0% o g .ol oL |G w a; oot 4o 1 _okd . a;/ g
Ualls W 035 @b o5 G i3l o3 K8 iS850 pY) 3 280 0

“Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran

bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya

(berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi

orang yang meminumnya.”

Ayat ini secara diatas langsung mengindikasi proses transpormasi yang
terjadi selama proses pembuatan susu. Dengan kata lain, ayat-ayat ini secara
konseptual dapat dianggap sebagai istihdlah. Hal ini karena darah yang
tergolong najis di dalam pembukuh darah berubah menjadi susu di kantung

29 Wahbah azuhaili

30 Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, Al-Fighul Islamiy Wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1433). Juz 1,
hal. 250.

31 Mohd Fahmi bin Shamsudin, Skripsi: “Konsep Istihalah Dalam Makanan Menurut Madzhab Handfi
Dan Syafi’i”’, (Riau: UIN Suska, 2018)
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susu hewan. Oleh karena itu, status kenajisannya berubah menjadi suci dan
halal. Istihalah mengacu pada perubahan bahan haram menjadi bahan halal.*?
2. Hadis

Hingga saat ini tidak ada hadis khusus yang menyebutkan istihalah secara
eksplisit dalam al-sunnah. Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan
bahwa istihalah tidak dibahas dalam khazanah keilmuan islam. Dari perspektif
praktis, terdapat hadis membahas masalah penyamakan yang berkaitan
dengan metode tersebut.
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“Diriwayatkan ‘Abdullah bin ‘Abbas: Setelah Rasulullah saw wafat
melewati seekor domba yang mati dan berkata (kepada orang-orang),
“mengapa kamu tidak menggunakan kulitnya?”” mereka berkata, “tetapi
sudah mati” katanya “ hanya memakannya, dilarang.”

Berdasarkan hadis ini, setiap kulit hewan yang telah mati dan menjadi

bangkai setelah melalui proses penyamakan kembali menjadi suci dan boleh
diambil mafaatnya.* Hadis tersebut digunakan sebagai landasan penerimaan
istihdlah sebagai instrumen verifikasi alternative hukum.
3. Qiyash
Istihdlah sebagai sarana pensucian benda-benda najis sebagaimana yang
telah ditetapkan apabila khamr berubah menjadi cuka maka hukumnya
menjadi suci dan halal, dan hal ini dapat menjadi giyash pada proses
pembuatan oabt ataupun selainnya. Sebagaimana pendapat al-Kasani (ulama
mazhab Hanafi) dalam kitabnya Bad@’i al-San&’i menyebutkan perkara yang
sama:
“Benda yang awalnya dianggap najis dapat keluar dari status najis jika
mengalami perubahan dalam sifat dan zatnya, karena status ndjis
merupakan sebutan bagi sesuatu yang disifatkan. Apabila sesuatu yang

32 Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., “Principles Regarding the Use of Haram (Forbidden) Sources in
Food Processing: A Critical Islamic Analysis,” Asian Social Science 11, no. 22 (18 Agustus 2015)

33 Anjahana Wafiroh, “Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi‘i Dan Imam Abu Hanifah, Dan
Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan),” Isti*dal Jurnal Studi Hukum Islam 4, no.
1(22 Mei 2017), hal. 1-15
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disifatkan tersebut mengalami perubahan, seperti arak yang bertukar

menjadi cuka, maka benda tersebut tidak dapat dianggap najis” .**

Dari pendapat tersebut para ulama kontemporer yang memegang
prinsip istihdlah meng-qgiyaskan perkara minuman keras tadi dengan obat
yang menggunakan unsur dari babi.

4. Kaidah fikih
Selain itu, terdapat juga kaidah yang selaras dengan konsep istihdlah

secara umum, yaitu merujuk kepada asal setiap sesuatu adalah boleh.
A ale A 0 s Ay B g oW &

“Setiap sesuatu itu boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan ia

haram”

Kadah ini disandarkan pada hadis Rasulullah saw. dalam Riwayat Ibnu
Majah yang sudah penulis paparkan diatas bahwa semua yang ada di muka
bumi ini adalah suci dan dapat digunakan, kecuali Al-Qur’an dan Sunah jelas
menunjukkan pengharamannya.

Berdasarkan hujah yang bersumber dari Al-Qur’an, as-Sunnah, al-ljma’, dan al-
Qiyash, serta beberapa kaidah fikih, istihdlah dapat digunakan sebagai metode alternatif
untuk memverifikasi hukum atas masalah baru yang muncul di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dar al-Ifta al-Misriyyah lebih
memilih pendapat yang menggunakan teori perubahan zat dari bentuk dan sifat aslinya
ke bentuk dan sifat lain, atau dalam istilah fikih dikenal dengan istilah istihalah, dalam
menetapkan fatwa tentang obat-obatan yang mengandung unsur najis atau babi.
Mazhab Hanafi dan Maliki yang menggiyaskan perubahan benda najis seperti khamr
yang berubah menjadi cuka, atau kulit mayat yang menjadi suci setelah disamak,
mengakui teori ini.

Dar al-Ifta al-Misriyyah lebih cenderung menggunakan metode istinbat ta'lili
(analisis) dalam berbagai fatwa yang berkaitan dengan penggunaan babi dalam
pengobatan. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki dan menetapkan hukum
suatu peristiwa yang tidak ada dalil yang pasti dalam nash baik gath'i maupun zhanni
juga tidak ada konsensus ijma'. Sebaliknya, hukumnya secara tersirat didukung oleh
fakta-fakta yang ada.”

Dari sekian penjabaran diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Dar al-Ifta al-
Misriyyah dalam beristinbat juga memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, filosofis
dan sosiologis (kemaslahatan masyarakat). Dan juga menggunakan pendekatan yang

34 Ahmad Nuryani Dan Mohd Izhar, “Istihalah Dalam Pandangan Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.2 No.1
(2014) Hal. 26

35 Bayu Teja Sukmana, dkk, “Penyelesaian Hukum dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili, dan
Istislahi” AL-SULTHANIYAH 11, no. 2 (2022), hal. 1-20
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mendalam dalam menggali hukum untuk menafsirkan nash dari sumber istinbat hukum
itu sendiri. Namun juga secara teknik istinbat hukum Dar al-Ifta al-Misriyyah tidak terlepas
dari kaidah-kaidah para ulama mazhab lain.

Simpulan

Dalam kajian perbandingan fatwa mengenai penggunaan obat yang mengandung
unsur babi, terdapat kesamaan dan perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Dar al-Ifta al-Misriyyah. Kedua fatwa sepakat mengenai larangan daging babi
dan bahan-bahan yang mengandung unsur babi berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 3 dan
hadis-hadis yang mengonfirmasi larangan tersebut. Mereka juga merujuk pada Q.S. Al-
Bagarah ayat 173, yang memperbolehkan penggunaan benda najis dalam keadaan
darurat untuk menyelamatkan nyawa. Keduanya sepakat bahwa pengobatan dianjurkan
dalam Islam, dan segala penyakit pasti memiliki obatnya. Namun, perbedaan muncul
dalam pendekatan mereka terhadap istihalah, yaitu perubahan substansi yang
mengubah sifat najis menjadi halal.

MUI menolak proses istihalah secara mutlak, sehingga obat yang mengandung
unsur babi tetap dianggap haram. Sebaliknya, Dar al-Ifta al-Misriyyah menerimaistihalah
sebagai proses yang dapat mengubah esensi babi menjadi bahan yang halal. Selain itu,
perbedaan juga terlihat pada metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua
lembaga, dengan MUI lebih mengutamakan pendekatan tekstual terhadap hukum dan
Dar al-Ifta al-Misriyyah lebih fleksibel dalam menerima perubahan substansi. Oleh
karena itu, meskipun ada kesamaan dalam hal larangan babi, hukum tentang obat yang
mengandung unsur babi menurut kedua fatwa tersebut tetap berbeda.

Fatwa MUI menyatakan haram, sedangkan Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah
menganggap obat tersebut halal setelah melalui proses istihalah. Meskipun kedua fatwa
menggunakan dasar hukum yang serupa dalam beberapa hal, mereka memiliki
pendekatan yang berbeda dalam hal istihalah dan penentuan status hukum dari obat
yang mengandung unsur babi. Peneliti menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan
dalam cara masing-masing fatwa menganalisis masalah ini. Dalam hal ini, peneliti
cenderung mengambil pandangan yang sejalan dengan fatwa MUI yang menilai obat
yang mengandung unsur babi tetap haram, meskipun terdapat perbedaan pendapat
mengenai istihalah. Peneliti berpendapat bahwa lebih aman untuk tetap menghindari
penggunaan bahan yang berasal dari babi meskipun mengalami perubahan substansi.
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